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ANALISIS PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK DAERAH PADA 
KABUPATEN BOYOLALI 
Abstrak 
Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang 
digunakan atau dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi dari masing-
masing instansi pemerintah. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah Sewa menurut 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh 
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten 
Boyolali merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan sebagai pengelola 
Barang Milik Daerah untuk disewakan kepada pihak ketiga, sewa menjadi salah satu 
sumber PAD. Rumusan permasalahan yang dikemukakan adalah Bagaimanakah 
pemanfaatan sewa barang milik daerah pada Kabupaten Boyolali yang meliputi tata cara, 
barang milik daerah yang disewakan, pemanfaatan sewa dengan pengelolaan dan 
pemberdayaan pasar tradisional, capaian kinerja DPPKAD Kabupaten Boyolali pada 
pemanfaatan sewa barang milik daerah dan perlakuan akuntansi untuk pemanfaatan sewa 
barang milik daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer melalui studi 
pustaka dan wawancara. Setelah semua data dikumpulkan, lalu diolah dengan melakukan 
analisis, dari pengolahan dan analisis data diperoleh jawaban sekaligus kesimpulan 
penulisan ini yaitu peningkatan PAD dari pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah 
menyewakan tanah dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Boyolali indikator ini pada 
tahun 2015 menunjukkan ada kenaikan. 
Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah pengelolaan aset 
cakupan pengelolaan sangat luas yaitu terdiri dari 179 SKPD/UPT dan personilnya di 
SKPD sangat terbatas. 
 




Regional Property is part of the Local Government assets used or used to support 
the passage of the duties and functions of the respective government agencies. One form 
of utilization of the rental by the Indonesian Government Regulation No. 27 of  2014 
About the Management of State / Regional Utilization State / Region by the other party 
within a certain period and receive cash rewards. 
Department of Revenue, Finance and Regional Property Boyolali Regency is one 
government agency that acts as the manager of Regional Property to be leased to a third 
party, lease one source of revenue. The formulation of the issues raised is How the use of 
the rental property area in Boyolali district which includes the ordinances, the property 
of the area being leased, the utilization of the lease with the management and the 
empowerment of traditional markets, the gains DPPKAD Boyolali on the utilization of the 
rental property area and the accounting treatment for utilization rental property area. 
The method used in this research is qualitative descriptive method by collecting 
secondary data and primary data through literature and interviews. After all the data is 
collected and processed with the analysis, processing and analysis of the data obtained at 
the same conclusion answer this writing that the increase in revenue from the utilization 
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of Regional Property is renting land and buildings belonging to the Government of 
Boyolali these indicators in 2015 showed no increase. 
Obstacles faced in achieving performance targets asset management scope is very 
broad management and consists of 179 SKPD / UPT and personnel in SKPD very limited. 
 




Saat ini pemerintah daerah mengalami pergeseran fundamental baik secara 
politis dan administratif, semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu menghadapi perubahan pengelolaan 
pemerintah daerah tersebut maka penataan manajemen pemerintahan yang dapat 
bekerja secara lebih efisien, efektif dan ekonomis, sangat diperlukan. Manajemen 
pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan yang 
dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta 
dapat dipertaggungjawabkan secara baik kepada publik. Kewenangan yang dimiliki 
pemerintah daerah diantaranya mengelola sendiri aset daerah yang dimilikinya. 
Sebagian besar aset pemerintah adalah berbentuk aset tetap. Aset tetap dalam 
Peraturan Pemerintah tahun 2010 didefinisikan sebagai aset berwujud yang 
mempunyai masa manfaat 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap terdiri dari, yaitu: 
(1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi dan 
Jaringan, (5) Aset tetap lainnya dan (6) Konstruksi dalam pengerjaan. Dari sekian aset 
yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut, aset tanah adalah aset yang paling 
rawan terjadi penyerobotan. Bukti kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas adalah 
hal yang paling sering menjadi masalah yang berujung dengan perebutan hak milik.  
Aset  pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu  elemen  dari neraca  
pemerintah  daerah. Neraca adalah salah satu elemen penyusunan Laporan Keuangan 
daerah. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan 
potensi ekonomi yang dimiliki  pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut 
masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan 
investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi  serta potensi 
keuntungan yang bisa di dapat, seberapa nyaman tinggal didaerah tersebut terkait 
dengan kelengkapan dan prasarana publik, seberapa besar kemandirian keuangan 
pemerintah daerah dan sebagainya. 
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Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban, pemerintah harus 
memperhatikan setiap aspek yang akan dilaporkan dalam laporan 
pertanggungjawaban. Pemerintah juga harus memeriksa kembali penatausahaan aset 
dalam hal ini barang milik daerah apakah sudah sesuai dengan peraturan 
perundangundangan atau tidak. Terkadang masyarakat kurang memperhatikan apa saja 
yang menjadi Barang Milik Daerah (aset) yang ada di daerah masing-masing dan 
apakah Barang Milik Daerah tersebut sudah digunakan dan dimanfaatkan oleh 
pemerintah dengan baik.  
Barang Milik Daerah (BMD) sesuai pasal 1 butir 11 Undang-Undang No 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah: “Semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. BMD pada 
dasarnya digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian 
negara/lembaga/SKPD. Dalam rangka menjamin tertib dalam penggunaan, pengguna 
barang harus melaporkan kepada pengelola barang atas semua BMD yang diperoleh 
untuk ditetapkan status penggunaannya. Penetapan status penggunaan BMD oleh 
Gubernur/walikota/bupati. BMD berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004  adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. Selanjutnya pengertian BMD berdasarkan PP Nomor  6 Tahun 2006, 
adalah sebagai berikut BMD meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
Dengan demikian pengertian BMD sebagaimana disebut dalam Permendari No. 
17 Tahun 2007 adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak 
maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan 
satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan 
dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.Dalam Pasal 3 
ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang 
milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah 
meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, 
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penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan 
dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Berdasarkan 
peraturan tersebut, Departemen Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang PedomanTeknik Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
itulah, Gubernur/Bupati/Walikota menyusun peraturan daerah tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan BMD, serta peraturan kepala daerah mengenai sistem dan prosedur 
pengelolaan barang milik daerah untuk provinsi/kabupaten/kota masing-masing. 
Pelaksanaan pengelolalaan BMD berdasarkan pada azas sbb : 
1. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang 
pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna 
barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing; 
2. Azas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan BMD  harus dilaksanakan berdasarkan 
hukum dan peraturan perundang-undangan; 
3. Azas Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan 
terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar; 
4. Azas Efisiensi, yaitu pengelolaan BMD diarahkan agar BMD digunakan sesuai 
batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; 
5. Azas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada rakyat; 
6. Azas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung oleh adanya 
ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan 
pemindahtanganan BMD serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah. 
Pemanfaatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 27 
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah pendayagunaan 
Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi 
Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Salah satu 
bentuk pemanfaatan yang menghasilkan pendapatan yang berpotensi untuk Boyolali 
adalah sewa. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain 
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.  
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Latar belakang penelitian tersebut membuat penulis tertarik untuk mengadakan 




2.   METODE PENELITIAN  
Tempat Pelaksanaan  
Tempat Penelitian dilaksanakan pada di Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali, alamat Kemiri, Mojosongo, Jawa 
Tengah. 
Populasi Dan Sampel Penelitian 
Sugiyono (2011) mengungkapakan yang dimaksudkan dengan populasi adalah 
“wilayah generilisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya.”Populasi pada penelitian ini adalah Pemanfaatan Sewa 
Barang Milik Daerah Pada Kabupaten Boyolali 
Obyek penelitian ini adalah analisis pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah 
Pada Daerah Kabupaten Boyolali. 
Pendekatan Penelitian 
Didalam sebuah penelitian perlu adanya pendekatan dan metode yang akan 
diterapkan dalam sebuah penelitian. Dapat dipahami bahwa jenis pendekatan yang 
akan dipakai dalam suatu penelitian dipengaruhi oleh variabel. Dalam penelitian ini 
metode penelitian yang dipakai penulis yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode 
deskriptif adalah metode yang digunakan untuk pencarian fakta dengan interprestasi 
yang tepat, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 
fenomena yang diselediki sesuai dengan kondisi yang ada. Sedang metode kualitatif 
digunakan memahami interaksi sosial yang dalam penelitian. 
Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana 
adalah Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Pada Kabupaten Boyolali. 
 
Data Dan Sumber Data Penelitian  
Data Penelitian  
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Data merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam melakukan 
penelitian, dikarenakan keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi 
untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
a. Wawancara   
b. Dokumentasi 
c. Triangulasi  
Sumber Data Penelitian  
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. 
Data primer adalah data yang didapatkan sendiri oleh peneliti, dalam penelitian ini 
data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara 
dengan staf/karyawan yang bersangkutan. Data sekunder adalah data yang diperoleh 
dari dokumen yang sudah ada atau data yang diperoleh dari data yang telah 
dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder pada penelitian ini dari staf yang 
bersangkutan dan data yang diperoleh melalui web. 
Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian  
Teknik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam meneliti, oleh 
sebab itu dalam pengumpulan data terdapat teknik ataupun metoda yang biasanya 
digunakan. Adapun teknik dalam pengumpulan data menurut Sugiyono (2011) ”yaitu 
melalui wawancara, angket, dan observasi.”  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan salah satu teknik, yaitu dengan 
menggunkan teknik wawancara dalam pengumpulan data ditambah dengan 
dokumentasi sebagai penguat data wawancara.  
Wawancara  
Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2008:72) mengungkapkan 
wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 
topik tertentu.Teknik wawancara Teknik wawancara dilakukan dengan datang 
langsung ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 
Boyolali, dan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Barang Milik 
Daerah mengenai bagaimana pemanfaatan sewa barang milik daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Boyolali. 
Dokumentasi 
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Arikunto (2000:135), dokumentasi merupakan benda-benda tertulis seperti buku-
buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, 
dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah berkas – berkas tentang 




Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai 
teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 
teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2008:83), bila 
peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 
mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek 
kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. 
Instrumen Penelitian  
Menurut Arikunto (2011) bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas 
yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 
mudah dan hasilnya lebih baik.Dalam mengumpulkan data-data yang dalam hal ini 
berkenaan dengan bagaimana pemanfaatan sewa barang milik daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Boyolali penulis membutuhkan alat bantu (instrumen 
penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 alat bantu, yaitu:  
1. Pedoman wawancara  
Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak 
menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan 
tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti.  
2. Alat Perekam 
Alat perekam berguna Sebagai alat Bantu pada saat wawancara, agar peneliti 
dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk 
mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam 
baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan 
alat tersebut pada saat wawancara berlangsung. 
 
3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
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1. Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang di Kabupaten Boyolali yaitu 
Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen 
pendukung, Pengelola Barang  menyelenggarakan rapat tarif sewa, setelah tarif 
ditentukan panitia memberikan surat pemberitahuan kepada penyewa agar 
penyewa bisa mempertimbangkan tarif sewa, jika permohan sewa disetujui oleh 
Bupati  maka akan dibuat SK/ Surat Keputusan Bupati. 
2. Barang milik daerah Kabupaten Boyolali yang disewakan dikelola oleh Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali. Di 
Boyolali barang milik daerah yang disewakan berupa tanah dan bangunan,yang 
sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati.  
3. Pemanfaatan Sewa Dengan Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional,    
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. perjanjian untuk sewa toko 
atau kios yang dibuat antara pedagang dengan Bupati sebagai bukti para pedagang 
menyewa toko atau kios untuk berjualan dalam waktu 7 (tujuh) tahun sekali untuk 
toko, 5 (lima) tahun sekali untuk kios dan dapat diperbarui, apabila toko atau kios 
tersebut masih digunakan untuk berjualan. 
4. Capaian Kinerja DPPKAD Kabupaten Boyolali Pada Pemanfaatan Sewa Barang 
Milik Daerah, meningkatkan PAD dengan indikator ini pada tahun 2015 realisasi 
490 juta dari target 288juta, capaian target sebesar 170 %, target tercapai karena 
Sewa tanah antara Tahun 2014 dan 2015 ada kenaikan. Tercapainya pengamanan 
aset daerah berupa tanah dan bangunan sampai pada tahun 2015 dengan target 
100% atau 44 sertifikat, dapat terealisasi 90 % atau sejumlah 40 sertifikat. Target 
tidak tercapai, disamping proses di BPN yang membutuhkan waktu, juga beberapa 
berkas yang kurang lengkap. 
5. Perlakuan akuntansi untuk pemanfaatan sewa barang milik daerah di Kabupaten 
Boyolali adalah pendapatan sewa yang dibayarkan langsung dan pendapatan sewa 
yang berkenaan. Perlakuan akuntansi untuk pemanfaatan sewa barang milik 
daerah di Kabupaten Boyolali dalam pembukuannya sudah menggunakan program 






4.   PENUTUP 
Simpulan 
DPPKAD Kabupaten Boyolali Pada Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah, 
meningkatkan PAD dengan indikator ini pada tahun 2015 realisasi 490 juta dari 
target 288juta, capaian target sebesar 170 %, target tercapai karena Sewa tanah antara 
Tahun 2014 dan 2015 ada kenaikan. Tercapainya pengamanan aset daerah berupa 
tanah dan bangunan sampai pada tahun 2015 dengan target 100% atau 44 sertifikat, 
dapat terealisasi 90 % atau sejumlah 40 sertifikat. Target tidak tercapai, disamping 




Berdasarkan penelitian ini implikasi yang diharapkan oleh peneliti yaitu: 
 
a. Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya dalam pemanfaatan sewa. 
b. Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya 
dalam meneliti lebih mendalam mengenai retribusi pasar dan kontribusinya 
terhadap Pemanfaatan Sewa barang milik daerah. 
Keterbatasan  
Berbagai keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya terbatas pada tiga periode tahun saja antara tahun anggaran 
2015 pada Kabupaten Boyolali. 
2. Perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
wawancara, obvervasi dan dokumentasi sehingga penelitian akan berbeda bila 
menggunakan metode yang lain. 
Saran 
1. Perlu adanya penambahan personil di setiap SKPD sehingga akan terpenuhi 
dalam pengelolaan aset di setiap SKPD/UPT yang sesuai dengan tugas-tugasnya. 
2. Perlu adanya peningkatan pengetahuan SDM tentang pengelolan aset melalui 
Diklat dan Sosialisasi tentang penatausahaan yang berlaku serta adanya 
peningkatan kesejahteraan kepada masing-masing pengelola barang. Harus ada 
target untuk penyelesaian untuk SKPD besar, terutama yang mempunyai UPT. 
3.  Kabupaten Boyolali, fungsi DPPKAD melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah berdasarkan asas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di 
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bidang pengelolaan aset daerah ada beberapa hal yang dilakukan secara umum yaitu 
meningkatkan rapat koordinasi secara berkala, meningkatkan kualitas monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja secara berkala, dan meningkatkan 
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